BUPATI S
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN DANA SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

Menimbang :

Mengingat

KEPADA PERUMDA AIR MINUM TIRTA SUKMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan peraturan
perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Sukamara
Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pemberian Dana Subsidi
Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Perumda Air
Minum Tirta Sukma Kabupaten Sukamara perlu diubah dan
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 31
Tahun 2021 tentang Pemberian Dana Subsidi Pemerintah
Kabupaten Sukamara kepada Perumda Air Minum Tirta
Sukma Kabupaten Sukamara;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



Menetapkan :

4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang
Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem
Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5802);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air
Minum;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016
tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016
tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun
2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukamara Tahun 2012 Nomor 14); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11);

10. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten
Sukamara Tahun 2011 Nomor 30), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 15 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukamara
Nomor 30 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara (Berita
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2011 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SUKAMARA NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBERIAN DANA SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN
SUKAMARA KEPADA PERUMDA AIR MINUM TIRTA SUKMA
KABUPATEN SUKAMARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 31
Tahun 2021 tentang Pemberian Dana Subsidi Pemerintah
Kabupaten Sukamara kepada Perumda Air Minum Tirta Sukma
Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara
Tahun 2021 Nomor 31), diubah sebagai berikut :
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1. Ketentuan Pasal 1 angka 15 diubah, sehingga Pasal 1
berbunyai sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Sukamara.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut
Perumda Air Minum Tirta Sukma adalah Badan Usaha
Milik Daerah Kabupaten Sukamara yang
menyelenggarakan sistem penyediaan air minum.

Air Minum adalah air minum produksi Perumda Air Minum
Tirta Sukma.

Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perumda Air
Minum Tirta Sukma Kabupaten Sukamara.

. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh

pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta
Sukma yang bertujuan untuk membantu biaya produksi
air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat
terjangkau oleh masyarakat banyak.

. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya

disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah.

. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan
APBD.

. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja
SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar
penyusunan rancangan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara
umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh pengguna anggaran.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
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14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat
Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
kerja perangkat daerah.

15. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan
Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat
DPUPRPKP adalah Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Sukamara.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 6

(1) Alokasi anggaran subsidi yang telah disepakati dalam KUA
dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1),
selanjutnya disusun oleh DPUPRPKP ke dalam RKA
DPUPRPKP dengan mempedomani Surat Edaran Bupati
Perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar penganggaran subsidi dalam APBD sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 7

(1) Subsidi kepada Perumda Air Minum Tirta Sukma
dianggarkan dalam akun kelompok belanja operasi, jenis
belanja, jenis belanja subsidi, objek dan rincian objek dan
sub rincian objek belanja subsidi kepada BUMD sesuai
Kode Rekening DPA-DPUPRPKP.

(2) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicantumkan nama Perumda Air Minum Tirta Sukma dan
besaran subsidi yang diterima.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 8

Pelaksaanaan anggaran belanja subsidi kepada Perumda Air
Minum Tirta Sukma didasarkan atas DPA SKPD DPUPRPKP.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
Pada tanggal 28 Februari 2024

Pj. BUPATI SUKAMARA,

A

KASPINOR

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 28 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

ENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2024 NOMOR 9



